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BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  

TAHUN 2018 NOMOR 19  

 
PERATURAN WALIKOTA SALATIGA 

NOMOR 19 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2017-2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SALATIGA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Rencana Strategis Perangkat 

 

SALINAN 
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Daerah Tahun 2017-2022; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur, JawaTengah, dan Jawa 

Barat; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia      Nomor 
5234);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 

1992 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3500); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 

2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 

2016 Nomor 2); 
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 

9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 

2016 Nomor 9); 
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9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 

1 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Salatiga Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Kota Salatiga 
Tahun 2018 Nomor 1); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH TAHUN 2017-2022. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Salatiga. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara 
dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan 

menyejahterakan masyarakat. 
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
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pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom. 
5. Walikota adalah Walikota Salatiga. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah, yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda 
adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah Kota Salatiga. 

8. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu 
proses untuk menentukan kebijakan masa depan, 
melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur 

pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka 

waktu tertentu di Daerah. 
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2017-2022, yang selanjutnya disingkat RPJMD, 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2022. 
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya 

disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 
tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 
tahun 2022. 

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen 

rencana yang memuat program dan kegiatan Perangkat 
Daerah yang diperlukan untuk mencapai sasaran 

pembangunan. 
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13. Permasalahan adalah kesenjangan antara kinerja 

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang 
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin 

dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat 
perencanaan dibuat. 

14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan Daerah karena dampaknya yang 

signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat 
penting, mendasar, mendesak, berjangka 
menengah/panjang, dan menentukan pencapaian 

tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa 
yang akan datang. 

15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. 
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan 
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari 
pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

17. Strategi adalah langkah berisikan program-program 
sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat 

Daerah untuk mencapai sasaran. 
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran strategi. 
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat 

Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih 

kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 
dengan tugas dan fungsi. 
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20. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan 

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai 

hasil (outcome) suatu Program. 
21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 

kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan 
penggunaan sumber daya pembangunan. 

22. Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses 

pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai 

hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan 
tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. 

 

BAB II 
RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

 

Pasal 2 
(1) Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman 

bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun 
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan 
sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. 

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) disusun berpedoman kepada RPJMD dan 
bersifat indikatif. 

 
Pasal 3 

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 

a. bab I pendahuluan;  
b. bab II gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 

c. bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat 
Daerah; 

d. bab IV Tujuan dan Sasaran; 

e. bab V Strategi dan Arah Kebijakan; 
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f. bab VI rencana Program dan Kegiatan serta 

pendanaan; 
g. bab VII  Kinerja penyelenggaraan bidang Urusan 

Pemerintahan; dan 
h. bab VIII penutup. 

(2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sesuai sistematika 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 4 
(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan engendalian dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat 
Daerah. 

(2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil 

pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota 

melalui Kepala Bapelitbangda. 
 

Pasal 5 

(1) Kepala Bapelitbangda menggunakan laporan hasil 
Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Renstra 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD. 
(2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil Pengendalian 

dan Evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui 

Kepala Bapelitbangda menyampaikan rekomendasi 
langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti 

oleh Kepala Perangkat Daerah. 
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(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak 

lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Kepala 

Bapelitbangda. 
 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga. 
 

Ditetapkan di Salatiga pada 
tanggal 14 Maret 2018 
 

WALIKOTA SALATIGA, 
 

  ttd 
 

YULIYANTO 

Diundangkan di Salatiga 
pada tanggal 14 Maret 2018    
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, 
 

ttd 
 

FAKRUROJI 

 
BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 

19 

Salinan Produk Hukum Daerah 
Sesuai Aslinya 

KABAG HUKUM SETDA KOTA 
SALATIGA, 

 

 
 

HARYONO ARIF, SH 
Pembina Tk.I 

NIP. 19661010 198603 1 010 
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